
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG 
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II 
Nomor: W16-U6/ ^  /KU.01/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN 

SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN 
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II 

TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG 
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS IIMenimbang : a. Berdasarkan Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 65/PA/SK/X1I/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;b. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5/PA/SK/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Pengadilan Negeri Buntok;c. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1036/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Sdri. Arlin Lu’Luul Maulidya, S.E. NIP, 19851128 200604 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata / III/c, Jabatan Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dimutasikan menjadi Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Gresik Kelas I.A dan sejak tanggal 27 Januari 2020 yang bersangkutan telah nyata melepaskan Jabatan/Pekerjaan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;d. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W.16-U6/288/Kp.04.6/l/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atas nama Anita Selvia, S.E. NIP. 19780706 201101 2 003;e. Bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tahun anggaran 2020 dapat berjalan lancar, berdaya guna (efektif), berhasil guna (efisien), dan tepat sasaran untuk program dan kegiatan yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Buntok Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

Memperhatikan :

MENETAPKAN:
KESATU
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- 2-f. Bahwa nama-nama yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tahun anggaran 2020.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;5. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.1. Berdasarkan Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 65/PA/SK/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;2. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5/PA/SK/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Pengadilan Negeri Buntok;3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran, Nomor : SP DIPA-005.01.2.099162/2020 Tanggal 12 November 2019;
MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN [PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SPM (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN ANGGARAN 2020.Kuasa Pengguna Anggaran/Barang menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun Anggaran 2020.



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II-3-KEDUA : Biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan honorarium KuasaPengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : SP DIPA- 005.01.2.099162/2020 Tanggal 12 November 2019.KETIGA : Merubah/merevisi Lampiran Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W16- U6/87/KU.01/1/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun Anggaran 2020 sepanjang 
yang namanya seperti termuat dalam Lampiran Surat Keputusan 
ini.KEEMPAT : Kepada namanya yang ditunjuk agar melaksanakan tugas/pekerjaan yang telah disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dilaksanakansebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.KEENAM : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untukdiketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung R.I. di Jakarta2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka RayaCq. Sekretaris Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya3. Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di Buntok4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II(Selaku Hakim Pengawas Keuangan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II) 
di Buntok5. Arsip.


